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A. Latar Belakang

Minyak dan Gas bumi merupakan sumber daya alam yang strategis
yang dikuasai negara dan merupakan komoditas vital yang memang peranan
penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan
energi di dalam negeri, dan penghasil devisa negara yang penting, maka
pengelolahannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat
dimanfaatkan bagi sebesar besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan
rakyat.! Berkaitan dengan pengolahan minyak dan gas bumi diatur dalam
Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2001 tentang Minyak dan Gas Bumi(selanjutnya disebut Undang-Undang
Migas) disebutkan kegiatan usaha hiliar adalah kegiatan berintikan atau
bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan
atau niaga.

Minyak bumi merupakan salah satu bentuk energi yang sangat
penting. Sumber energi ini terbuti sangat berkaitan dengan perkembangan
politik masing masing negara di dunia. Sampai saat ini disubstitusi dengan
bentuk energi lain seperti gas bumi, batubara dan nuklir. Minyak bumi
sangat penting bagi negara-negara maju. Tanpa minyak mereka tidak akan
mampu menjalankan industri. Latar belakang yang demikian menyebabkan
minyak menjadi barang yang sangat strategis baik bagi negara maju maupun

produsen minyak.

1Salim HS, 2007,Hukum Pertambangan di lindonesia. PT RajaGrafindo Persada Jakarta,
him. 282.
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Berdasarkan ketentuan Undang-UndangMigas, pengelolahan minyak
dan gas bumi dipisahakan antara sektor hulu dan sektor hilir. Sehingga
keinginan yang tersimpul bahwa perubahan Undang-Undang Migas
mengusung ide liberalisme dan kompetensi terbuka dan persaingan baik
desektor hulu maupun disektor hilir?.

Kegiatan usaha memerlukan suatu izin atau prosedur yang harus
dipenuhi terlebih dahulu, izin tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24 Undang-Undang migas meliputi, Nama usaha pengolahan, jenis usaha
yang diberikan, kewajiban dalam penyelenggaraan pengusahaan, syarat-
syarat teknis.Menurut Pasal 5 angka 2 Undang-undang Migas, Kegiatan
Usaha Hilir yang mencakup: pengolahan, pengangkutan, penyimpanan,
dan niaga. Oleh karena itu, setiap badan usaha yang melakukan kegiatan
usaha hilir harus memiliki izin usaha terlebih dahulu. Dalam Pasal ini
pengolahan yang dimaksud baik pengolahan dalam tahap pertama maupun
pengolahan pada tahap selanjutnya jika tidak sesuai dengan izin atau
melakukan dengan tanpa izin maka akan dipidana sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Migas. Setiap orang yang
melakukan:

a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha
pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama (5) tahun dan
denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000,00 ( lima puluh miliar)

b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha
pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama (4) tahun dan
denda paling tinggi Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);

c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha

penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama (3) tahun dan
denda oaling tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)

2Syaiful Bakhri, 2012,Hukum Migas, Total Media, Yogyakarta,hlm, 84.
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d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha niaga
dipidana dengan pidana penjara paling lama (3) tahun dan denda paling
tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Dalam kaitanya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat
negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan,
pengayoma, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya
keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya
diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau yang di anggap sebagai
wilayah Negara Republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif
dan effisien, maka wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah
hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas kepolisian Negara Republik
Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah
wilayah Kepolisian dibagi secara berjenjang mulai tingkat pusat yang biasa
disebut dengan markas besar Polri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh
wilayah Negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kapolri
yang bertangung jawab kepada Presiden, kemudian wilayah di tingkat
Provinsi disebut dengan Kepolisian daerah yang lazim disebut dengan Polda
yang dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggung jawab kepada
Kapolri, di tingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut
juga polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggung jawab
kepada Kapolda, dan ditingkat kecamatan ada Kepolisian sektor dengan
Pimpinan Kapolsek yang bertanggung kepada Kapolres, dan di tingkat desa
atau kelurahan ada pos Polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi

atau sesuai kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.
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Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian
Republik Indonesia(selanjutnya disebut Undang-Undang Polri) menyatakan
bahwa”Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan
keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan
ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta
terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjungjung tinggi hak asasi
manusia.

Rabu 9 Oktober 2019 Aparat dari Polri dan Satpol PP merazia daerah
yang diduga menjadi tempat aktivitas penambangan minyak ilegal atau
ilegal drilling di Desa Lubuk Napal, Kecamatan Pauh, Kabupaten
Sarolangun Jambi,Razia tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres
Sarolangun AKBP Deny Heryanto dan Waka Polres Kompol Atrizal Kasat
Pol PP Riduan serta jajaran. Pantauan di lapangan, setiba dilokasi sekitar
pukul 10.00 WIB, anggota Polri, Satpol PP langsung mengambil sikap
menyisir lokasi tambang minyak ilegal tersebut dan menangkap para pelaku
yang diduga melakukan penambangan ilegal tersebut. Kemudian
aparatgabungan juga membawa belasan mesin pompa minyak, pipa, paralon,
galon dan alat lainnya yang digunakan pelaku untuk beraktivitas. dan aparat
gabungan menyita alat tersebut dengan membawa ke kantor Polres
Sarolangun.

Berdasarkan uraian di atas, penulis membuat karya ilmiah dalam
bentuk skripsi dangan judul “ PENEGAKAN HUKUM TERHADAP

PELAKU TINDAK PIDANA TANPA IZIN USAHA PENGOLAHAN
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MINYAK DAN GAS BUMI DI WILAYAH HUKUM POLRES

SAROLANGUN PROVINSI JAMBI

B. Rumusan masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas
dapat pula dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apakah upaya yang dilakukan Polres Sarolangun dalam rangka
penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tanpa izin usaha
pengolahan minyak dan gas bumi?

2. Apakah kendala yang ditemukan oleh Polres Sarolangun dalam upaya
penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tanpa izin usaha
pengolahan minyak dan gas bumi?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Polres Sarolangun dalam penegakan
hukum terhadap pelaku tindak pidana tanpa izin usaha pengolahan
minyak dan Gas bumi.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala kepolisian Polres
Sarolangun dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tanpa
izin usaha pengolahan minyak dan gas bumi.

D. Metode Penelitian
Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah
yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang
bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu

dengan jalan menganalisa.®

3Bambang Sunggono, 2015,\etodologi Penelitian Hukum' "™ Rajawali Pers: Jaarta him. 38
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1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis
yaitu penelitian hukum yang berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan
melihat efektifitas hukum yang terjadi dalammasyarakat.*

2. Sumber data
a. Data Primer
Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber
pertama.® Data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan
melakukan wawancara kepada 2 anggota kepolisian Polres Sarolangun
yaitu Bapak IPDA Kevin Panjaitan, Bapak IPTU Bagus Faria yang
ikut melakukan razia terhadap tindak pidana tanpa izin usaha
pengolahan minyak dan gas bumi.
b. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen
resmi. Data sekunder yang diperoleh dari kantor Polres Sarolangun
terhadap tindak pidana tanpa izin usaha pengolahan minyak dan gas
bumi tahun 2020.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data penulis gunakan yaitu:
a. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab langsung dengan
responden. Wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur dengan
menggunakan daftar pertanyaan pokok sebagai alat pengumpul data

kemudian dikembangkan pada saat penelitian berlangsung.

41bid, hlm 42.
5Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada
Jakarta, him. 30.

UNI VERSI TAS BUNG HATTA



b. Studi dokumen adalah teknik penelitian hukum meliputi studi
bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, dan
bahan hukum sekunder , dan bahan hukum tersier. Setiap bahan
hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasya, sebab,
hal ini sangat menentukan suatu penelitian.®

4. Analisis Data

Data harus segera dianalisis setelah dukumpulkan dan dituangkan
dalam bentuk laporan lapangan. Setelah data terkumpul kemudian
akan dilakukan analisis data dengan menggabungkan masalah-masalah
yang telah dilakukan penelitian agar dapat dipertanggung jawabkan,
analisis akan dilakukan secara metode kualitatif yaitu dengan
mengelompokan data sesuai dengan aspek yang diteliti, sehingga
diperoleh  kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang

dirumuskan.

®Ibid, hlm. 68.
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